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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

1. Berdasarkan dari data-data yang telah penulis peroleh dari penelitian ini, 

dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa efektifitas penyelesaian sengketa 

konsumen melalui BPSK kota Semarang bisa disimpulkan belum efektif. 

Hal ini dapat dilihat dari adanya beberpa tolok ukur, sebagai berikut: 

a. Dari jumlah sengketa yang masuk dalam waktu satu tahun, yang bisa 

terselesaikan melalui BPSK kota Semarang tidak melebihi dari 50% 

persentasenya. 

b. Sampai saat ini belum pernah ada putusan dari BPSK kota Semarang 

yang dimintakan penetapan kepada Pengadilan Negeri Semarang, 

meskipun penetapan atas putusan BPSK itu sudah diatur dengan 

jelas melalui Pasal 57 UUPK. 

c. Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK kota Semarang selama 

ini melebihi dari batas waktu 21 hari kerja sebagaimana diatur dalam 

Pasal 55 UUPK, bahkan BPSK kota Semarang dalam penyelesaian 

sengketa konsumen mempunyai batasan waktu sendiri. 

2. Adapun beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas 

penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK kota Semarang, yaitu: 
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a. Faktor UUPK 

UUPK merupakan payung hukum bagi penyelesaian sengketa 

konsumen, dimana aturan-aturan mengenai mekanisme penyelesaian 

sengketa konsumen diatur dalam Undang-Undang ini. 

b. Keterbatasan Waktu Anggota BSPK 

Keterbatasan waktu anggota BPSK dapat disimpulkan sebagai salah 

satu faktor yang mempengaruhi efektifitas penyelesaian sengketa 

konsumen.  

c. Keterbatasan Dana 

Tidak bisa dipungkiri, tiap suatu lembaga pasti memerlukan dana 

untuk operasionalnya, seperti halnya pada BPSK kota Semarang. 

Anggaran BPSK kota Semarang sendiri tidak selalu tetap dalam tiap 

tahunnya. 

d. Pengetahuan Konsumen 

Tingkat pengetahuan konsumen bahwa dirinyalah yang menjadi 

korban dan membutuhkan pertanggung jawaban dan penyelesaian 

sengketa konsumen adalah suatu hal yang dirasa sangat kurang.  

e. Kehadiran Pelaku Usaha 

Pelaku usaha merupakan salah satu pihak yang mempunyai posisi 

yang cukup penting dalam penyelesaian sengketa konsumen, hal ini 

dikarenakan dalam penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK, 

menuntut untuk hadirnya para pihak yang bersengketa dalam 

persidangan.  
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B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, makan penulis 

mempunyai beberapa saran antara lain: 

1. Bagi Pemerintah, sudah saatnya mengeluarkan peraturan yang baru 

tentang perlindungan konsumen menggantikan UUPK yang dirasa 

kurang lengkap dan ada beberapa Pasal yang rancu. 

2. Bagi BPSK kota Semarang, sebaiknya dalam melaksanakan tugas dan 

wewenangnya berdasar pada aturan yang berlaku. Selain itu, 

melakukan sosialisasi atas keberadaan, tugas dan wewenang BPSK 

kota Semarang kepada masyarakat. 

3. Bagi pelaku usaha, melakukan pekerjaannya tanpa mengurangi atau 

melanggar hak-hak dari konsumen serta bertanggung jawab apabila 

terbukti melakukan pelanggaran. 

4. Bagi konsumen, sudah saatnya konsumen melek akan informasi yang 

menyangkut tentang hak dan kewajiban konsumen, serta melakukan 

permintaan pertanggung jawaban apabila hak-haknya telah dilanggar. 

5. Bagi Pengadilan, meringankan biaya penetapan atas putusan BPSK, 

atau dengan kata lain mempermudah kerja dari BPSK, agar apa yang 

diamanatkan dalam UUPK dapat berjalan dengan baik. 
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